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ABSTRAK

Munas Tarjih XXV Muhammadiyah di Jakarta membahas kembali lebih detail dari
Munas sebelunya. Dengan ijtihad jama’i berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis, komisi 1l
Munas Tarjih XXV merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan ketentuan
sama dengan zakat emas di dalam nilai nisab dan kadar zakatnya. Sedang perhitungannya
bisa berdasarkan haul atau tidak berdasar haul. Perkembangan wacana intern zakat di dalam
Muhammadiyah, yang tentunya tidak lepas dari pandangan-pandangan individual dalam
Muhammadiyah itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya
deskriptif-komparatif. Teknik pengolahan data dengan mengumpulkan dan menelaah data-
data, mengklasifikasikan dan mesistematisasikan data-data, kemudian melakukan analisis
lanjutan terhadap data yang telah di klasifikasi dan disistematisasi menggunakan kaidah
pendekatan yang sesuai. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis
komparatif.

Dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi yaitu yang
menyetujui dan yang tidak menyetujui. Pendapat yang menyetujui zakat profesi menilai
bahwa kewajiban zakat bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan ibadah maliyah
ijtima’iyyah yang erat sekali kaitannya dengan konteks social dan berlaku di dalam ijtihad.
Oleh karenya zakat bersifat reasonable, ma’qul al-ma’na untuk sanggup menjawab tantangan
perubahan zaman. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi menilai bahwa zakat
merupakan ibadah mahdah. Pendapat ini juga menilai ketentuan agama sudah sempurna,
sehingga kita tidak boleh menambah atau mengurangi terutama dalam bidang ibadah, perihal
yang dogmatis dan zakat termasuk di dalamnya. Dengan demikian konsep zakat telah baku
karena tidak berlaku ijtihad di dalamnya.

Key word: zakat profesi, ijtihad, Munas Tarjih XXV Muhammadiyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab — Indonesia yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Pedoman transliterast dalam skripst ini berdasar pada Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
nomor : 150 tahun 1987 dan nomor : 05936/U/1987.

B. Kata-kata berbahasa Arab yang lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan seperti al-Qur’an, Allah, Rasulullah dan yang
sejenisnya.

C. Untuk nama-nama pengarang Arab yang diambil dari buku yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan dan ditulis
sebagaimana edisi Indonesia, seperti Sayyid Quthb dan lain-lain.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Xonsonan

V' tidak dilambangkan Y

C
o
-

C
C o

vil



. Vokal

: kh

a. Vokal tunggal

=a
=1
___.~u
b. Vokal rangkap
sl =i
7~
b =au

Contoh :

)

S8

vill

o

L

(n

= Laisa

= fFauga

. ' (jika di tengah)



3. Maddah (panjang)

S« =% Contoh: JO -Qila 83  =Rawa

=1

S 3 =il

o
I
f=4}
.
o
L ¥}

= Duna

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua :

a. Ta’ marbutah hidup:3=t.

Contoh : 4300 =Sadagatun
b. Ta’ marbutah mati: »=h.

Contoh : 4300 = Sadagah

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah ditransliterasikan dengan h (s = h)
Contoh : JLJI sl = Zakah al-Mal
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ( _ ) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: 3> =haqqun

ix



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan aturan transliterasi
sebagai berikut :
a. Kata sandang (al) yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesual dengan bunyinya, yaitu sesuai bunyi huruf yang langsung

mengikutinya.

Contoh : JJL:.JI = as-sailu

b. Kata sandang yang diikut: oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya berdasarkan tulisannya.
Contoh : a3l =al-mahrium

7. Hamzah

Hamzah dilambangkan dengan apostrop bila berada di tengah dan di akhir

kata. Bila berada di awal kata inaka tidak dilambangkan.

Contoh : ol =inna
3G =takhuzu

¢lay =npama’

8. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tapi transliterasi

huruf tersebut digunakan juga sebagaimana yang berlaku dalam EYD,

Contoh : Jpmy Y dazes ey = wa ma Muhammadun illa rasul
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan yang tegas, yaitu al-
Qur'an dan al-Hadis tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat
peluang timbulnya berbagai interpretasi. Salah satunya adalah berkaitan
dengan kekayaan yang wajib dizakatkan. Al-Qur'an telah menyebutkan
beberapa jenis kekayaan tertentu,” namun selain dari yang disebutkan itu, al-
Qur'an hanya memmuskan apa yang wajib dizakatkan dengan istilah

“kekayaan (amwal)” yang sangat umum, scbagaimana dalam firman-Nya :

) I Cor p alat I s
zr-G':.-L"J"") Leréjjpﬁﬂbuwﬂﬂﬁ"uﬁ o>
S)erPHJIJJ: L &?r.gj]_,.»‘l LJ':U

Salah satu fungsi al-hadis adalah menerangkan ayat-ayat yang masih

global (mujmal), sehingga dalam hal ini hadis-hadis tentang zakat sangat

membantu di dalam memahami perintah zakat secara lebth rinci. Apa

sebetulnya di balik pentasyri'an zakat dengan rumusan yang global tersebut.

h Yang dimaksud adalah surat at-Taubah (9) : 34 dan al-An'am (6) : 141,
? At-Taubah (9) : 103.
Y Az-Zariyat (51): 19.

M Abdul Wahab Khallaf, Zmu Usit! al-Figh, cet. 12 (ttp. : Dar al-Qalam, 1978), him. 39.
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Adakah tempat bagi manusia untuk melakukan ijtihad5 ? atau setidaknya
berusaha merelevansikan tuntutan zakat dengan keadaan yang berkembang
saat ini.

Dengan istilah amw&l- yang senada, sebuah riwayat hadis juga
merumuskan tentang kewajiban zakat harta secara global, yaitu hadis riwayﬁt

dari Ibnu Abbas :
6) el =2

(..4.:| | 25 L;Ls
Sesuai sifat ajaran Islam yang dinamis dan selalu responsif terhadap
tuntutan-tuntutan perkembangan zaman, maka jika zakat terlihat mandek
(jumud), maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-
pemikiran umat Islam tentang zakat.” Apakah kesepakatan pelaksanaan zakat
pada zaman dahulu, dengan kadar tertentu, harta tertentu, dari profesi tertentu
dan bagi orang tertentu masih relevan untuk dilaksanakan seperti itu pada saat

sekarang ini, ataukah perlu periuasan cakrawala mengenai zakat sampai

kepada urgensi dan tujuannya, khususnya dalam kaitannya dengan konsep

%) Secara harfiyah ijtihad berarti usaha keras. Dalam terminologi hukum Istam berarti
berusaha sckeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah
hukum. Ide ijtihad ini mempunyai dasar pada ayat yang menyatakan : “Dan orang-orang yang
bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Kami, sungguh akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan Kami”. (QS. al-" Ankabut (29) : 69). Lihat bukunya Mukti Ali, [jtihad dalam Pandangan

Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Igbal, cet. 1 (Jakarta : PT. Bulan Bintang,
1990).

® Al-Bukhari, Sakih al-Bukhari, “24. Kitab az-Zakah”, “1. Bab Wujub az-Zakah” (Beirut:
Dar al-Fikr, 1994), 1 : 300 hadis nomor 1395. Hadis dari Abu ‘Asim ad-Dahak Ibn Makhlad dari
Zakariyya Ibn Ishak dari Yahya lbn * Abdillah Ibn Saifi dari Abi Ma'bad dar Ibn “Abbas.

M. Amien Rais, Cakrawala [slam: antara Cita dan Fakta, edisi Hamid Basyaib, cet. 10
(Bandung: Mizan, 1999), him. 58. '



(%]

keadilan sosial sesuai dengan sifatnya sebagai ibadah ijtima iyyah disamping
sebagal ibadah ma/_zc_iah.s)

Perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak dapat dihindari, salah
satu. penyebabnya adalah perbedaan sudut pandang. Yang satu mengatakan
bahwa ibadah zakat adalah ibadah mahdah sedang pihak lain menyikapi
bahwa ibadah zakat adalah ibadah gairu mahdah.”

Persoalan mahdah dan gairu mahdah memang menuntut konsekuensi-
konsekuensi tertentu. Bila suatu ibadah itu berkategori ibadah mahduh maka
konsekuensi status ibadah tersebut adalah statis, mandek, tidak bisa mengikuti
perkembagan zaman. Sebaliknya bila suatu ibadah itu gairu mahdah maka
hukum ibadah tersebut bisa berkembang seirama dengén tuntutan
perkembangan sosial. Dikatakan statis, mandek dan tidak bisa mengikuti
zaman karena persoalan tersebut gairu ma'qul al-ma’na, bidang di mana akal
pikiran tidak memegang peranan yang penting, ijtihad dan giyas tidak berlaku
di sana, bersifat dogmatikal, tidak bisa menambah, merubah, apalagi
mengada-ada yang tidak diperintahkan atau mengurangi apa yang ada.
Selanjutnya dikatakan bisa berkembang dengan tuntutan perkembangan sosial
karena pada persoalan tersebut akal pikiran ikut berkiprah memegang peranan

penting, bersifat reasonable, ma'qil al-ma'na, harus dalam jangkauan yang

¥ Abdurrahman Qadir, Zakar (Datam Dimensi Mahdah dan Sosiai), cet. ! (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1998), him. 69.

_ ?) Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nikayah al-Mugtasid (ttp.: Dar Thya® al-kutub al-
*Arabiyah, tt. ), 1: 178,

N



dapat diterima oleh akal pikiran. Dan disinilah ayat-ayat al-Qur an serta hadis
Nabi bersifat luwes (fleksibel) dan kenyal (elastis) dalam penjabarannya.'o)
Persoalan mengenai zakat profesi telah dibahas oleh Muhammadiyah
semenjak pertama kali dilontarkan oleh M. Amien Rais. Hal ini terbukti
dengan diangkatnya tema ini di beberapa Muktamar dan dalam musyawarah di
berbagar wilayah. Amien Rais menggugat agar persentase zakat yang 2.5 %
itu ditinjau kembali bahkan kalau perlu ditingkatkan, katakanlah sampai 10 %
(“usyur) atau 20 % (khumus). Namun hal ini bukan dityjukan untuk semua
penghasilan dari setiap profesi, tetapi khusus untuk profesi yang mudah
mendatangkan rezeki. Dengan mendasatkan kepada sebuah hadis tentang
rikaz atau haﬁa temuan, di mana rikaz dikenakan zakat sebesar 20 %, ia
memandang karena hal itu diperoleh tanpa susah payah. la tidak
menggiyaskan penghasilan profesi-profesi tertentu dengan rikaz, namun
demikian ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan.'?
Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pernah menyinggung
persoalan zakat profesi, namun belum dibahas secara mendalam dan tuntas.
Kemudian Muktamar Tarjih XXII di Malang juga membahas kembali
persoalan ini. Sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat .profesi
hukumnya wajib, dan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Perbedaan

ini tentunya dilandasi berbagai argumentasi yang memadai walaupun

1% Sjechul Hadi Permono, Sumber-sumber Penggalian Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994), him. 37-40.

) M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, cet3 (Bandung;
Mizan, 1998), him. 126-127.



pembahasan tidaklah lebih mendetail dari sekedar tinjauan hukumnya wajib
atau tidak wajib.'”

Kemudian Munas Tarjih XXV di Jakarta membahas kembali lebih
detail dari sebelumnya. Dengan 1jtihad jamea 'i berdasarkan al-Qur'an dan al-
Hadis, komisi II Munas Tarjih XXV merumuskan bahwa zakat profesi
hukumnya wajib dengan ketentuan sama dengan zakat emas di dalam nilai
nisab dan kadar zakatnya. Sedangkan perhitungannya bisa berdasarkan fau/
atau tidak berdasarkan hau/."”

Demikianlah perkembangan wacana intern zakat profesi di dalam
Muhammadiyah, yang tentunya tidak lepas dart pandangan-pandangan

individual dalam Muhammadiyah itu sendiri.

. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai
benkut :
|. Bagaimana wacana interen Muhammadiyah dalam merespon
permasalahan zakat profesi?

2. Apa yang mendasari perbedaan pendapat dan bagaimana implikasinya?

'D Pengurus Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. cet. 2

{Yogyakarta: tnp., 1971), hlm. 316-327.

'3 Rumusan hasil sidang komisi Il Munas Tarjih XXV tentang zakat profesi dan zakat

lembaga, Jakarta 6-7Juli 2000.



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tuyuan
Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai
berikut :
a. Untuk menggambarkan wacana yang berkembang di dalam
Muhammadiyah, khususnya wacana tentang zakat profesi.
b. Untuk menjelaskan asbab ai-ikhtilaf mengenai zakat profesi di dalam
Muhammadiyah.
2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

a. Membeni kontribusi bagi pengembangan wacana pemikiran dan
budaya Islam, khususnya pemikiran dan budaya Islam di Indonesia.

b. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti
lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang

sama, sehingga dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif.

D. Telaah Pustaka
Pembahasan mengenat zakat profesi telah banyak dilakukan oleh para
pakar Hukum Islam, diantaranya Muhammad al-Gazali dalam bukunya a/-
Islam wa al-Auda’ al-Iqtisadiyyah. Pendapatnya mengenai zakat profesi

berangkat dari keumuman ayat :

19 Sl lod oo gl |yl o Ui

') Al-Baqarah (2) : 267.



Ayat ini oleh Muhammad al-Gazali dipahami sebagai petunjuk bahwa hasil
profesi modern wajib dizakati. la juga menggunakan giyas dengan
mengembangkan ‘i//ar wajib zakat pada jenis-jenis harta yang sudah ada
aturannya. Dalam analisisnya yang diawali dengan menyebutkan bahwa dasar
penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang
atau tetap, setelah lewat satu tahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang
zakainya seperempat puluh atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat
modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya
sepersepuluh  atau seperdua puluh,”” kemudian ia memberikan satu
kesimpulan bahwa pendapatan dan profesi yang tidak kurang dari pendapatan
petani yang wajib zakat, maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama
dengan petani tersebut.

Kemudian Yusuf al-Qaradawi juga membahas zakat profesi dalam
karya besarnya Figh az-Zakah. Para ahli sepakat bahwa karya ini merupakan
kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan
segala seluk beluknya. Dari kitab ini pula ditemukan kajian mengenai zakat
profesi secara mendetail. Dalam hal i Yusuf al-Qaradawi menyoroti praktek

zakat al-mal al-mustafad oleh segolongan sahabat dan orang-orang sésudah

mereka, sehingga ia tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa penghasilan dari

512.

"} Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, cet. 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt.), I: 510-



profesi vang melampaui nisab termasuk al-mal al-mustafud yang harus

dizakati pula.'®

Menurutnya ada dua macam pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu
kasb al-‘amal dan al-mihan al-hurrah. Penghasilan dan keduanya, baik kasb
al-‘amal maupun al-mihan al-hurrah adalah termasuk al-mal al-mustafad
(harta pendapatan baru) yang wajib dipungut zakatnya.'”

Ibrahim Hosen sebagai seorang figur ulama Indonesia juga tidak diam
ketika zakat profesi ramai diperbincangkan. Pendiriannya terhadap masalah
jenis-jenis harta yang wajib dikenakan zakat adalah bahwa itu bisa
dikembangkan. Sebagaimana Muhammad al-Gazali, Ibrahim Hosen
berpegang pada zahir nas dan melalui givas dengan mengembangkan ‘iflat
wajib zakat pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati.'®

Selanjutnya Sjechul Hadi Permono dalam bukunya Sumber-sumber
Penggalian Zaka! juga membahas zakat profesi. la berpendapat sebagaimana
Yusuf al-Qaradawi bahwa penghasilan dari profesi termasuk al-mai al-

mustafad yang telah disepakati oleh jama’ah sahabat, ulama-ulama berikutnya

dan pakar hukum Islam masa kini untuk wajib dikenakan zakat.'”

|

') Jbid, Pembahasan yang sangat representatif ini terdapat pada bab

6 o) pgadls Jasdl canS 1S5, T 487-520,

D 1bid, 1: 490.

'®) Panitia Penyusun Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, Prof. K.H. Ibrakim Hosen

dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : CV. Putra Harapan, 1990), him. 173.

') Sjechu! Hadi Permono, Sumber-sumber Penggalian Zakat, kata pengantar Majelis

Ulama Indonesia, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm, 141.



Adapun Jalaluddin Rakhmat dalam Islam Aktual: Refleksi Sosiul
Seorang Cendekiawan Muslim, mengatakan bahwa zakat profesi wajib

berdasar ayat:
0 "L:......J| o-.*b u-:5 Ludl «<° L:-:JU

Menurut Jalaluddin Rakhmat ganimah tidak selalu berarti rampasan perang.
Kamus-kamus bahasa Arab mengartikan ganimah bukan hanya rampasan
perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan.
Dengan demikian ganimah adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dan
peperangan maupun bukan peperangan, sehingga penghasil dari profesi yang
telah mencapai kelebihan wajib dizakati sebesar khumus atau 20 %

berdasarkan ayat di atas.2"

Masalah zakat profesi juga telah dibahas oleh Muhammadiyah. Namun
demikian, hal ini masih menjadi persoalan yang kontradiktif. Hal ini bisa
dilibat dari putusan Muktamar Tagjih Muhammadiyah XXIT dan rumusan
Munas Tarjih Muhammadiyah XXV. Dari sim ada dua pandangan mengenai

zakat profesi, yaitu yang menyetujui dan yang tidak menyetujui zakat

20 Al-Anfal (8) : 41.

) Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim,
cet. 10 (Bandung: Mizan, 1991), him. 150. ‘



10

profesi.”? Pro-kontra di sini tentunya tidak lepas dari metode ijtihad di dalam

Majlis Tarjih Muhammadiyah itu sendin.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan hadis Mu’az bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman,
ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam. Menetapkan dengan al-Qur'an,
jika ada aturannya di sana. Jika tidak ada, mencari dalam as-sunnah. Jika tidak

ada dalam kedua-duanya, maka berijtihad dengan ar-ra ‘yu.”

Apabila konsisten pada aksioma hadis ini, maka akan muncul dua
asumsi. Yang pertama, ada kasus-kasus yang tidak dapat dijawab oleh al-
Qur'an maupun as-sunnah. Kedua, ijtihad adalah proses penetapan hukum
yang murni dengan ra¢’yu (akal). Asumsi pertama bahwa al-Qur’an dan as-
sunnah tidak lengkap tentu sangat sukar diterima. Banyak dalil yang
menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna (tibyanan li kulli syai'in).
Asumsi kedua juga sulit dibenarkan, karena yang demikian tersebut
memposisikan manusia sebagai syari’. Kemelut yang seperti ini, menurut
Jalaluddin Rahmat, disebabkan oleh kerancuan usul al-figh*¥

Berangkat dari kemelut ini, para ulama antara lain menghasilkan
kesimpulan bahwa mereka membagi hukum Islam dalam dua bagian besar
yaitu, urusan ibadah dan urusan adat (keduniaan). Berdasarkan hadis Nabi

yang populer “kamu lebih tahu urusan duniamu”, terjadi pemisahan

) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan., him. 316-327 dan Rumusan
hasil sidang komisi IT Munas Tarjih XXV .

2 Ahmad ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), V:
236 dan 242,

2 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual., hlm. 147-148.
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pendekatan antara keduanya. Dalam urusan ibadah, kita tidak boleh
menggunakan nalar karena tidak ada ijtihad di situ. Kemudian muncul doktrin
bahwa segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram,
jika tidak ada dalil yang memerintahkan (baik al-Qur’an maupun sunnah).
Sedangkan dalam urusan adat, akal berperan di sana. Kemudian berlaku
doktrin bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau
tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah.

Lalu bagaimana dengan zakat, apakah termasuk urusan ibadah atau
urusan adat. Sebagian menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah, maka
tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Zakat profesi tidak
diatur dalam syari’at, karena itu tidak wajib.

Sedangkan sebagian lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk
urusan ibadah, namun bukan ibadah mahdeh melainkan ibadah maliyyah
ijtima'iyyah. Sifat ibadah ini tidak statis sehingga berlaku ijtibad di dalamnya.

Karena tidak ada dalil yang tegas tentang zakat profesi, maka mereka
menggunakan giyas (analogi). Dengan melihat ‘if/ar (sebab hukum) yang
sama, mereka menggiyaskan zakat profesi dengan aturan zakat yang sudah
ada. Tetapi yang musykil adalah ketidakjelasan tentang harus digiyaskan ke
mana. Tampaknya bahwa menggiyaskan zakat profesi kepada pertanian, emas
dan perak, serta perdagangan semua sangat musykil. Tidak ada ketérangan
yang kuat mengenai hal ini.

Umumnya mereka beristidial kepada firman Allah:

) eSle Slab e ol |gial 5 LIl

) Al-Baqarah (2) : 267.



Apa yang diperoleh seseorang lewat profesi adalah termasuk usaha yang baik.
Oleh karena itu hukumnya telah tercakup pada keumuman ayat tersebut.
Dengan demikian penjangkauan terhadap jenis-jenis harta selain yang
secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Hadis, bukan berarti
menyalahi aturan Allah karena sesungguhnya penjangkauan terhadap jenis
harta baru (al-mal al-musiafad) itu berpegang dengan cahir nas atau melaluj
giyas dengan mengembangkan ‘i/lar wajib zakat pada jenis-jenis harta yang

sudah ada aturannya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (7ibrary
research).

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu berusaha
mendeskripsikan secara sistematis bagaimana metode penyelesaian hukum

tentang zakat profesi di dalam Muhammadiyah untuk diarahkan kepada

komparasi.

3. Tehnik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (/ibrary research), maka
penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan
yang bersifat primer meliputi :

- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah



- Makalah bahan kajian dalam Munas Majlis Tarjih dan Pengembangan
Islam di Jakarta yang dibuat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
yang terpilih.

Selain data primer, juga didukung dengan buku-buku lain sebagai data
sekunder, serta majalah, artikel, laporan penelitian dan makalah yang
relevan dengan obyek bahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek
kelengkapan daun validitas serta relevansinya dengan objek bahasan.

b. Mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian
diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.

¢. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan
dan disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah pendekatan
yang sesual.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang

obyek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 1ain *®

Adapun analisis yang diterapkan dalam penelitian in1 adalah arnalisis

komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan menggunakan

logika perbandingan untuk memperoleh suatu penilaian.

%) Noeng Muhadjir, Metodologi Penefitian Kualitatif, Cet, 7 (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996), him. 104.
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6. Pendekatan
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan | J;()rmatg'ﬁ yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode
pemecahan ilmiah dari perspektif normatif suatu masalah untuk

mengetahui esensi hukum yang sebenarmya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan,

isi dan penutup. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari satu bab, yaitu bab pertama yang
terdiri dari pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-
faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang
diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut
dipandang menarik dan penting untuk ditelitt. Kedwa, pokok masalah yang
dirumuskan secara spestfik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti.
Ketiga, tujuan dan kegunaan, agar memiliki arah yang jelas. Keempuat,
telaah pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan
menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kelima,
kérangka teoretik, sebagai cara pandang dan pemandu dalam penelitian.
Keenam, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam
mepgumpulkan dan menganalisa data, dan kefwjuh sistematika

pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.
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2. Is1

Bagian isi terdin dan tiga bab, yaitu bab II, bab 1II dan bab IV.
Bab II membahas tentang zakat secara umum dan permasalahan hasil
profesi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kronologi permasalahan
zakat profesi. Diawali dengan sub bab perfama, zakat sebagai salah satu
tiang agama, adalah menerangkan tentang status hukum zakat beserta
kedudukannya dalam Islam. Kedua, zakat dalam konteks kekinian adalah
untuk mengetahui relevansi konsep zakat dengan adanya perkembangan
zaman. Dan ketiga, zakat profesi beserta  permasalahannya yang
merupakan sentral permasalahan yang diteliti, di dalamnya juga dibahas
mengenai tawaran-tawaran solusinya.

Bab II' membahas mengenai konstruksi  pemikiran
Muhammadiyah. Hal in1 dimaksudkan untuk mengetahui landasan berpikir
Muhammadiyah di dalam menghadapi problematika kehidupan. Adapun
rinciannya meliputi perfama, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan
menerangkan tentang sikap tegas Muhammadiyah untuk menolak praktek-
praktek kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan kedua,
konsep ijtthad menurut Muhammadiyah merupakan tawaran Konsep
Muhammadiyah di dalam menyelesaikan kasus hukum (kontemporer).

Dan bab IV merupakan pokok kajian yang di dalamnya dilakukan
analisa wacana zakat profesi dalam perspektif Muhammadiyah untuk
menyelesaikan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini meliputi

pertama, Putusan Tagjth Muhammadiyah XXII dan Rumusan Tarjih
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Muhammadiyah XXV tentang zakat profesi yang merupakan pendirian
resmi Muhammadiyah secara organisatoris. Dan kedua, faktor yang
mendasari perbedaan pandangan menerangkan tentang silang pendapat di
dalam tubuh Muhammadiyah mengenai zakat profesi.
3. Penutup
Bagian penutup ditempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang
kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran yang merupakan harapan-

harapan penulis terhadap pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi, yaitu:
a. Pendapat yang menyetujui zakat profesi, dan

b. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi. _

2. Perbedaan pendapat tersebut bermuara kepada dua cara pandang fighiyah

yang berlainan, vaitu:

a. Pendapat yang menyetujui zakat profesi memlai bahwa kewajiban

zakat bukanlah termasuk ibadah mahidah, melainkan ibadah maliyyah
ijtima'iyyah yang erat sekali kaitannya dengan konteks sosial dan
berlaku di dalamnya ijtihad. Oleh karenanya zakat bersifat reasonable,
ma'qul al-ma’na untuk sanggup menjawab tantangan perubahan
zaman. Pendapat 11 berimplikasi bahwa reaktualisasi atas figih zakat
yang selama ini telah berlaku sangat perlu. Hal ini karena kajian
mengenai harta yang wajib dizakati masih amat terbatas sehingga
banyak sekali penghasilan dari profesi modern yang termasuk dalam
kategori al-mal al-mustafad yang terbebas dari kewajiban zakat.
Penjangkauan terhadap a/-mal al-mustafad sebagai harta baru yang

wajib dizakati bukan berarti menyalali aturan Allah karena
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sesungguhnya penjangkauan tersebut menggunakan jalan berpegang
dengan zahir nas atau melalui giyas dengan mengembangkan ‘ilfat
wajib zakat pada jenis-jenis harta yang yang telah ada ketentuannya
untuk wajib dizakati. |

b. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi menilai bahwa zakat
merupakan ibadah mahdah. Pendapat int juga menilar bahwa ketentuan
agama sudah sempuma, sehingga kita tidak boleh menambah atau
mengurangi terutama dalam bidang ibadah, perihal yang dogmatis dan
zakat termasuk di dalamnya. Dengan demikian konsep zakat telah baku
karena tidak berlaku ijtihad di dalamnya. Pendapat ini berimplikasi
bahwa reaktualisasi yang diperlukan bukan terhadap figih zakat yang
telah berlaku, tetapi lebih ditujukan kepada pelembagaan konsep infaq
atau sadagah sebagai suatu kewajiban. Hal ini karena prinsip keadilan
dan pemerataan tidak hanya berupa angka-angka persentase zakat
terthadap jenis-jenis harta tertentu saja, tetapi juga pada kesadaran

kaum agrniya” untuk menunaikan kewajiban infaq atau sadaqgah.

B. Saran-saran
1. Kepada kedua belah pihak baik yang menyetujui maupun yang -tidak
menyetujui zakat profesi, hendaknya tidak bersikap saling aprion antara
satu dengan yang lainnya, karena penggunaan metode ilmiah yaﬁ canggih
sekalipun tidak harus menghasilkan kesimpulan yang sama.
2. Figih Islam sebagai produk hukum Islam yang bersifat dinamis dan selalu

responsif terhadap perubahan zaman, hendaknya dibangun atas dasar
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kemaslahatan umiversal (maslahah ‘ammah) agar tidak mengalami crisis of

relevance.
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Lampiran-lampiran :

L TERJEMAHAN

Yang dimaksud terjemahan di sim adalah terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, al-
Hadis dan teks Arab lainnya.

mo Foot note | Him. Terjemah
BAB1I
1 2 1 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat 1tu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka, serta mendo’akan untuk mereka.

2 3 1 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak
mendapat bagian

3 6 2 ... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari

kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada
orang-orang miskin di antara mereka.

4 20 9 Dan ketahuilah, bahwa apa-apa yang kamu peroleh
secbagai kelebihan (keuntungan), yang seperlima
adalah kepunyaan Allah, Rasul, kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil.

5 25 11 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik. .
BAB I
6 10 19 |Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan

menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-
saudaramu seagama.

7 13 19 |Islam didirikan atas lima dasar;, berikrar bahwa
tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah
Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat,
berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji bagl

L yang mampu.
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11

12

13

i4

i5

16

17

18

24

25

26

30

31

38

44

52

55

57

26

27

27

27

29

29

31

34

37

33

39

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya.

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai
rahmat) dari-Nya.

Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu.

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beri tahukan kepada mereka bahwa mereka akan
mendapat siksa yang pedih.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik.

{Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib,
yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian
rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka
bertanya : hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak
punya? Beliau menjawab: bekerja untuk mendapat
sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka
bertanya : Bagaimana apabila tidak punya
pekerjaan? Menolong orang yang meminta
pertolongan. Mereka bertanya : bagaimana bila
tidak mampu? Beliau menjawab; kerjakan kebaikan
dan tinggalkan kejeiekan, maka sesungguhnya yang
demikian itu merupakan sedekahnya.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik.

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.

Kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat.

Kurang dari 20 misqal emas dan 200 dirham perak
tidak wajib zakat.
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

59

10

12

40

42

60

61

61

61

61

61

61

62

62

Jadilah engkau pemaaf dan suruhiah orang
mengerjakan yang ma 'rif.

BAB 111

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
mereka itulah orang-orang yang beruntung.

BAB IV

... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari
kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada
orang-orang miskin di antara mereka.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka, serta mendo’akan untuk mereka.

Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak
mendapat bagian.

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia
bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) j;ang meminta dan orang yang
tfidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau
meminta).

... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari
kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada
orang-orang miskin di antara mercka.

Pada asalnya perintah itu menfaedahkan hukum
wajib.
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16

17

63

63

65

65

Menyebutkan sebagian satuan dan lafaz ‘am yang
sesuai dengan hukumnya tidak mengandung
ketentuan fakhsis.

Makna 1barat lafaz itu mengambil pada makna
umumnya Jafaz bukan pada khususnya sebab.

Menggunakan dalil ‘am sebelum mencari yang
ditakhsis tidak boleh.

Mengakhin: keterangan dan waktu yang diperlukan
fidak boleh.
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